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BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak-lanjuti hasil klarifikasi
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, sebagaimana Surat
Nomor: 188.34/3852/SJ., Tanggal 1 Oktober 2012,
Perihal: Klarifikasi Peraturan Daerah,  maka perlu
melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2012;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor  9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pertanian
Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang
Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4624);
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13. Peraturan   Pemerintah Nomor  26  Tahun  2008  tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4859);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);

17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kalimantan;

18. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang
Penetapan Cekungan Air Tanah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 );

21. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 1451.K/10/MEN/2000 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air
Tanah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten
Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14 );

23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor
7);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2012 Nomor 12 );
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Air Tanah ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2012 Nomor 7 ) diubah sebagai berikut:

“Pasal 5

(1) Ruang lingkup air tanah meliputi:
a. cekungan air tanah; dan
b. wilayah di luar cekungan air tanah.

(2) Ruang lingkup pengelolaan air tanah meliputi:
a. investasi;
b. pendayagunaan air tanah;
c. peruntukan pemanfaatan;
d. konservasi, dan
e. pemantauan.

(3) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
adalah cekungan air tanah yang berada dalam wilayah daerah.

(4) Wilayah di luar cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, meliputi kawasan kars, pegunungan lipatan, dan batuan
terobosan yang berada dalam wilayah daerah.

(5) Batas dan luas cekungan air tanah yang berada dalam daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengacu kepada ketentuan
teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 17 Desember 2013

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL WAHID  HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 17 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

H. EDDYAN NOOR IDUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 18.


